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Abstract 
This study aims to find out how the quality of public services in Siwongi Village, Kulawi 
Subdistrict, Sigi Regency, is more specifically regarding Population Administration services. The 
basis of the research used is qualitative, while the type of research used is descriptive. The 
informants used in this study were determined purposively, with a total of 7 (seven) informants. 
Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. This study uses 
the Parasuraman theory where there are 5 (five) dimensions to measure service quality, namely 
Tangibles, Realiability, Responsiveenes, Asurance, and Empathy. The results of this study indicate 
that the Quality of Public Services at Siwongi Village office is from dimension (i). tangibles (direct 
evidence) are in the bad category; (ii). seen from the dimensions of reliability (reliability) are in 
the less good category; (iii) Responsiveness (responsiveness) is in the good category; (iv) seen 
from the dimension of insurance (guarantee) in the category of poor (v) seen from the dimension of 
Empathy in the good category; Based on the results of the study it can be concluded that from the 5 
(five) dimensions studied the category is not good, so it needs to be improved, it is expected that the 
Siwongi Village Government will make continuous improvements to the 5 service dimensions, so 
that in the future the service will be at Siwongi District Sigi, can satisfy the community. 




Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
menerangkan bahwa Desa  adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Untuk dapat mengemban 
amanat Undang-undang penyelenggaraan 
pemerintahan daerah tersebut, maka 
pemerintah membutuhkan dukungan dari 
aparatur pemerintah yang tangguh, 
profesional, dan mampu berbuat lokal serta 
bersaing secara global. Dengan demikian 
pemerintah daerah sebagai pelaksana amanat 
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat Desa  harus memiliki kemampuan 
mengelola sumber daya manusia yang tersedia 
di daerahnya masing-masing. 
Berkaitan dengan ketentuan tersebut, ini 
mengiasyaratkan bahwa dalam melaksanakan 
urusan rumah tangga Desa, melakukan 
pembinaan, pembangunan masyarakat, dan 
pelayanan kepada masyarakat, harus dapat 
dijalankan oleh aparatur Desa  karena 
masyarakat Desa  telah berkembang dengan 
berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan 
aparatur pemerintah yang profesional. Seiring 
dengan perkembangan masyarakat tersebut, 
kebutuhan akan pelayanan yang semakin 
kompleks serta pelayanan yang semakin baik, 
cepat, dan tepat sangat diperlukan oleh 
masyarakat. Aparatur yang berada ditengah-
tengah masyarakat tersebut harus mampu 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Dalam menjalankan 
tugasnya, aparatur merupakan subsistem dari 
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri secara berdaya dan 
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berhasil guna sesuai dengan perkembangan 
pemerintahan. 
Dalam menjalankan fungsinya untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan 
yakni Undang-undang nomor 25 tahun 2009 
tentang pelayanan publik. Kebijakan ini 
bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan 
pemerintah sehingga menciptakan iklim 
pelayanan prima pada setiap instansi 
pemerintah.  Implementasi undang-undang 
pelayanan publik saat ini belum dilakukan 
dengan maksimal oleh pemerintah. Pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat belum 
efektif dan efisien, sehingga masyarakat yang 
ingin mendapatkan pelayanan pada instansi 
tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. 
Terkadang masyarakat harus membayar lebih 
dari harga yang telah ditetapkan untuk 
mendapatkan pelayanan yang memuaskan 
serta pelayanannya membutuhkan waktu yang 
lama dari waktu yang ditentukan. 
Dwiyanto (2002: 48-49) bahwa idealnya 
untuk mengukur kinerja birokrasi dalam 
memberikan pelayanan dilakukan dengan 
memperhatikan beberapa indikator: (1). 
Produktivitas, tidak hanya mengukur tingkat 
efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. (2). 
Kualitas pelayanan, banyak pandangan negatif 
yang terbentuk mengenai organisasi 
publikmuncul karena ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang 
diterima dari organisasi publik. (3). 
Responsivitas, kemampuan organisasi untuk 
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan dan 
mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. (4). Responsibilitas, menjelaskan 
apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik 
itu dilakukan sesuai dengan kebijakan 
organisasi. (5). Akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik adalah 
suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar 
tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 
dengan ukuran atau nilai-nilai atau norma-
norma eksternal yang ada dimasyarakat, 
seperti transparansi pelayanan, prinsip 
keadilan, jaminan penegakan hukum, hak azasi 
manusia, dan orientasi pelayanan yang 
dikembangkan terhadap  masyarakat pengguna 
jasa. 
Upaya perbaikan kualitas pelayanan 
publik dilakukan melalui pembenahan sistem 
pelayanan publik  secara menyeluruh dan 
terintegrasi yang dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk undang-
undang pelayanan publik, Thoha (dalam 
M.Nawir Messi, 1994:4)  mengemukakan 
bahwa pelayanan umum adalah mendahulukan 
kepentingan umum, mempermudah urusan 
publik, mempersingkat waktu pelaksanaan 
urusan publik dan memberikan kepuasan 
kepada publik. Publik service fungtion lebih 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas 
umum pemerintahan, kegiatan pemberian 
berbagai pelayanan umum maupun fasilitas-
fasilitas sosial kepada masyarakat seperti 
penyediaan pendidikan, kesehatan, pengurusan 
sampah, air minum, MCK dan lain sebagainya. 
Sering dengan perubahan kelembagaan 
di Desa  maka mau tidak mau mendorong 
sumber daya manusia (aparat) Desa  untuk 
bekerja sesuai dengan target yang hendak 
dicapai. Untuk itu aparat Desa  harus dapat 
bekerja secara maksimal. Sumber daya 
manusia tidak lagi dipandang sebagai salah 
satu faktor produksi sebagaimana pendapat 
manajemen kuno, yang memperlakukan 
manusia seperti halnya mesin. Tetapi sekarang 
ini aparat Desa  betul-betul sebagai Human 
Capital yang sangat berperan sesuai dengan 
pandangan manajemen modern. Perbedaan 
pandangan itu membawa indikasi pada 
perlakuan atas sumber daya manusia. Dalam 
pandangan yang pertama sumber daya 
manusia dikelola sejajar dengan manajemen 
produksi. Keuangan dan pemasaran yang 
tentunya tidak sesuai dengan harkat martabat 
manusia. Karena manusia bukan sekedar 
sumber melainkan pelaksanaan yang 
menjalankan lembaga atau motor pengarah 
organisasi. 
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Masyarakat secara umum masih sering 
mengeluhkan para aparatur pemerintah Desa  
yang kurang pengertian pada kebutuhan 
warga. Untuk memperoleh pelayanan yang 
sederhana saja masyarakat sering dihadapkan 
pada kesulitan, misalnya prosedur yang 
berbelit-belit. Aparat pemerintah Desa  kurang 
merasa terpanggil untuk meningkatkan 
efisiensi dan memperbaiki prosedur kerja. 
Idealnya, aparatur pemerintah Desa 
Siwongi dalam  memberikan pelayanan pada 
masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. 
antara lain, pelayanan administrasi seperti 
pemberian surat keterangan tidak mampu, 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain, Kemudian 
Pelayanan Jasa Seperti Pembayaran pajak 
Bumi Bangunan, dan sebagainya terkadang 
sangat rumit dan membutuhkan waktu yang 
lama dikarenakan kemampuan aparat desa 
yang kurang memiliki skil atau keterampilan 
dalam menggunakan alat tekhnologi. 
Kenyataan seperti ini merupakan 
ketidakmampuan aparat Desa menjalankan 
fungsi-fungsi pemerintahan dengan baik. 
Disamping karena kualitas aparaturnya, juga 
karena tidak semua warga masyarakat 
mengetahui kebutuhan dirinya sehingga 
masyarakat begitu saja percaya  kepada aparat 
Desa. 
Desa Siwongi adalah salah satu desa 
yang ada di Kecamatan Kulawi  Kabupaten 
Sigi, Desa yang jauh dari perkotaan yang 
hanya dapat dijangkau oleh sarana transportasi 
kendaraan roda 2 (motor) dan  tidak memiliki 
sarana penerangan seperti listrik/PLN serta 
tidak ada jaringan komunikasi. Kegiatan 
penyelenggaraan pemerintah di Desa Siwongi 
Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi  
dilaksanakan oleh aparatur Desa  dengan 
jumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas 
Kepala Desa  dan perangkat Desa. 
Penyelenggaraan pemerintah Desa  akan 
tersusun dan semakin terarah lebih baik 
bahkan lebih maju apabila aparatur Desa  
dalam memberikan pelayanan tidak lambat, 
tidak berbelit-belit dan tidak formalitas, 
sehingga masyarakat merasa kepentingannya 
dapat terlayani dengan baik dan bersih dari 
unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).  
Dengan demikian, penyelenggaraan 
pemerintah Desa  di Desa  Siwongi haruslah 
mengacu pada aturan pemerintah yang telah 
ditetapkan. Oleh karena itu, aparatur Desa  
terutama Kepala Desa  diharapkan benar-benar 
menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana 
yang telah ditetapkan. Berbagai persoalan di 
atas sedikit banyak telah mempengaruhi 
masyarakat untuk menuntut pemerintah agar 
menciptakan pemerintahan yang baik (good 
government) agar aparatur pemerintah Desa  
dapat menjalankan tugas pelayanan kepada 
masyarakat 
dengan lebih baik. 
Pada pengamatan penulis dan hasil 
penelitian, masalah yang ada adalah  Desa 
Siwongi  belum memiliki kantor sendiri, 
aparat Desa bekerja di rumah masing-masing 
sehingga pelayanan kepada masyarakat 
menjadi terganggu, juga tidak adanya sarana 
PLN/Listrik untuk menunjang kegiatan 
pelayanan. minimnya keterbatasan sumber 
daya aparatur yang dimiliki. 
Fokus penelitian, sehubungan dengan 
pelayanan Publik ksususnya pelayanan 
Administrasi Kependudukan di desa Siwongi. 
untuk membahas fokus tersebut peneliti 
memilih menggunakan teori Parasuraman. 
1. Tangibles, atau bukti fisik yaitu 
ketersediaan sarana dan prasarana fisik 
kantor Desa Siwongi Yang meliputi 
fasilitas fisik (kantor, balai pertemuan, dan 
lain sebagainya), perlengkapan dan 
peralatan yang dipergunakan (teknologi), 
serta penampilan aparat desa. 
2. Reliability, atau kehandalan yaitu 
kemampuan aparat Desa untuk memberikan 
pelayanan sesuai standar dengan harapan 
pelanggan seperti ketepatan waktu, 
pelayanan yang sama, untuk semua 
masyarakat  tanpa membeda-bedakan, dan 
sikap yang simpatik. 
3. Responsiveness, atau ketanggapan yaitu 
suatu kemampuan aparat untuk membantu 
83 Katalogis, Volume 9 Nomor 1 Maret 2021 hlm 80 – 88          ISSN: 2302-2019 
dan memberi pelayanan yang cepat 
(responsif) dan tepat kepada masayarakat, 
serta  penyampaian informasi yang jelas.  
4. Assurance, atau jaminan dan kepastian 
yaitu pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan para pegawai/aparat Desa  
untuk menumbuhkan rasa percaya 
masayarakat terhadap aparat. Terdiri dari 
beberapa komponen antara lain komunikasi, 
kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan 
sopan santun. 
5. Emphaty, yaitu memberikan perhatian yang 
tulus dan bersifat individual atau pribadi 
yang diberikan kepada masayarakat  dengan 
berupaya memahamikeinginannya. Dimana 
suatu instansi diharapkan memiliki 
pengertian dan pengetahuan tentang 
kebutuhan masyarakat secara spesifik, serta 





Jenis penelitian yang digunakan sebagai 
cerminan dasar perancangan penelitian dalam 
rangka mendapatkan data adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Satori dan 
Komariah (2010 : 24), bahwa “Penelitian 
kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang 
pemahaman berdasar pada pemahaman tradisi-
tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan 
bahwa menjelajah suatu masalah sosial atau 
manusia. Peneliti membangun suatu komleks, 
gambaran holistic, meneliti kata-kata, laporan-
laporan memerinci pandangan-pandangan dari 
penutur asli, dan melakukan studi di suatu 
pengaturan yang alami”. 
Lokasi penelitian yang ditetapkan 
peneliti adalah Desa Siwongi Kecamatan 
Kulawi Kabupaten Sigi Kegiatan penelitian, 
dimulai dari bulan Mei 2018. Jumlah informan 
dalam penelitian ini 7 orang. Teknik penarikan 
informan menggunakan Purposive. Teknik 
pengumpulan data terdiri dari observasi, 
wawancara, dokumentasi, Model interaktif 
dalam analisis data menggunakan model Miles 
dan Huberman (2009:147-151), yang terdiri 
dari pengumpulan data, penyajian data, 
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Administrasi kependudukan adalah 
rangkaian kegiatan penataan dan penertriban 
dalam penerbitan dokumen dan data 
kependudukan melalui pendaftaran pendudu, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan serta 
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 
publik dan pembangunan sektor lain. Dasar 
hukum Administrasi Kependudukan di atur 
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
Tentang Administrasi Kependudukan serta 
Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) yang 
mengatur Pelayanan Administrasi pembuatan 
KTP, pembuatan KK, pembuatan SKTM, Akta 
Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perceraian, 
Akta Perkawinan, Surat Pengantar Nikah, 
pembuatan Surat Pindah Datang/Domisili 
maka Administrasi Kependudukan haruslah 
diselenggarakan dengan baik. Didalam 
penjelasan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
menjelaskan bahwa : Administrasi 
Kependudukan sebagai suatu sistem 
diharapkan dapat diselenggarakan sebagai 
bagian dari penyelenggaraan Administrasi 
Negera. Dari segi kepentingan penduduk, 
Administrasi Kependudukan memberikan 
pemenuhan hak-hak administratif, seperti 
pelayanan publik serta perlindungan yang 
berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, 
tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif 
(Penjelasan atas Undang-Undang No. 23 
Tahun 2006) 
Aspek yang di bahas pada penelitian ini 
adalah Pelayanan Publik di Desa Siwongi 
Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Propinsi 
Sulawesi Tengah Khususnya melihat pada 
bagaimana pelayanan administrasi 
kependudukan dengan menggunakan 
pendekatan pada teori yang dikembangkan 
oleh Parasuraman (1998:21). Teori ini di 
gunakan oleh penulis untuk menganalisis 
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Pelayanan Publik karena baik locus dan fokus 
penelitian ini cocok dengan teori dari 
Parasuraman   
Berdasarkan hasil penelitian, maka 
berikut ini di uraikan pembahasan dan analisis 
dari masing-masing teori pelayanan menurut 
Parasuraman sebagai berikut:   
 
Tangibles, atau bukti fisik  
Dimensi ini merupakan kemampuan 
suatu penyedia layanan dalam menunjukkan 
eksistensinya pada masyarakat. Penampilan 
dan kemampuan sarana dan prasarana fisik 
adalah bukti nyata dari pelayanan yang 
diberikan oleh pemerintah yang meliputi 
fasilitas fisik tempat pelayanan tersebut beupa 
kantor desa sebagai tempat dimana masyarakat 
menerima pelayanan publik, peralatan 
perkantoran seperti meja untuk menaruh 
berbagai perlengkapan yang di butuhkan, dan 
kursi sebagai tempat duduk aparat yang 
memberi pelayanan dan masyarakat yang 
membutuhkan pelayanan publik, teknologi 
berupa komputer dan mesin print sebagai alat 
yang di pergunakan untuk mengetik dan 
mencetak dokumen, dan perlengkapan lainnya 
seperti buku dan pena yang kegunaanya untuk 
mencatat berbagai hal yang dibutuhkan. 
tangibels terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, 
personil dan komunikasi; Dimensi bukti 
langsung berkaitan dengan penampilan fisik, 
peralatan personal dan media komunikasi. 
Dimensi berwujud dalam kaitan dengan 
penelitian ini dapat dijelaskan oleh indikator 
seperti antara lain :  
1. Fasilitas kantor dan peralatan perkantoran 
yang memadai.  
2. Personel yang memadai  
3. Instrumen / peralatan komunikasi  
Berkaitan dengan tiga hal tersebut di 
atas, Pemerintah Desa Siwongi  belum 
memiliki kantor desa. Sementara personel 
aparat desa yang masih minim terkadang tidak 
cukup membantu dalam hal kecepatan 
pelayanan terhadap masyarakat. apalagi letak 
geografis antara dusun sangat berjauahan. 
yang menempuh perjalanan sekitar 2 jam.  
Hasil observasi bahwa jumlah aparat 
Desa hanya berjumlah 9 orang ditambah 
dengan kepala dusun 3 0rang. Berdasarkan 
hasil wawancara dapat diketahui bahwa 
fasilitas pelayanan di kantor Desa Siwongi  
belum memadai sehingga perlu direncanakan 
anggaran guna penambahan unit komputer dan  
Terutama gedung yang masih dalam tahap 
pembangunan supaya diuatamakan/dipercepat. 
Selanjutnya untuk melihat kualitas 
pelayanan publik dilihat dari penampilan/ 
kerapihan pegawai. Penilaian penulis terhadap 
indikator ini cukup baik. Hal ini didukung 
pengamatan dilapangan dimana diketahui 
bahwa penampilan aparat dalam berpakaian 
sudah cukup baik karena seluruh berpakaian 
rapi dan bersih. 
 
Reliability, atau kehandalan  
Dimensi ini merupakan kemampuan 
penyedia layanan untuk memberikan 
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara tepat 
dan terpercaya. Kehandalan pegawai dalam 
memberikan pelayanan sangat membantu 
masyarakat dalam menerima pelayanan 
dengan cepat dan mudah. Kehandalan dapat 
dilihat dari kecermatan dalam melayani, 
kemampuan dan keahlian pegawai dalam 
menggunakan alat bantu dalam proses 
pelayanan. Kehandalan merupakan 
kemampuan memberikan layanan yang 
dijanjikan dengan segera, akurat, dan 
memuaskan.  
Pada penelitian ini, dimensi reliability 
ditentukan oleh aparat dalam melayani 
pengguna layanan, kemampuan aparat Desa 
dalam menggunakan alat bantu dalam proses 
pelayanan, keahlian pemerintah dalam proses 
pelayanan.  
Pelayanan publik di desa Siwongi  
kecamatan Kulawi  belum menerapkan 
dimensi reliability. Penilaian kualitas publik 
belum berjalan sesuai harapan masyarakat 
dalam dimensi ini antara lain kecermatan 
pemerintah dalam melayani masyarakat, 
kemampuan aparat dalam menggunakan alat 
bantu dalam proses pelayanan yang sangat 
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terbatas karena tidak paham mengoperasikan 
komputer/laptop.  
Indikator kecepatan petugas pelayanan 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat ditempat pelayanan pada kantor 
Desa Siwongi kecamatan Kulawi dinilai 
sangat penting karena pelayanan memang 
harus membutuhkan kecepatan pegawai dalam 
melayani dan sekaligus menindak lanjuti 
setiap permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat. 
Hasil observasi dilapangan juga 
menemukan fakta bahwa terdapat beberapa 
masalah yang tidak sesuai dengan harapan 
masyarakat dimana sudah datang jauh dari 
dusun seberang yang menempuh jarak kurang 
lebih 2 jam perjalanan 
Indikator terakhir dari dimensi reliability 
yaitu kesesuaian prosedur dengan jenis 
pelayanan yang diminta. Pada umumnya 
masyarakat menginginkan prosedur pelayanan 
yang mudah agar mereka dengan cepat 
mendapatkan pelayanan yang diinginkan. 
Selain itu sebagian masyarakat yang berurusan 
di kantor Desa ada yang sama sekali baru 
pertama kali mengurus dokumen seperti 
pengantar pembuatan KTP, Jadi mereka belum 
mengetahui prosedurnya.  
 
Responsiveness, atau ketanggapan  
Dimensi ini merupakan kemauan untuk 
membantu dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat kepada masyarakat, dengan 
penyampaian informasi yang berkaitan dengan 
keperluan pelayanan dengan jelas. 
Membiarkan masyarakat menunggu tanpa 
alasan yang jelas menyebabkan persepsi yang 
negatif dalam kualitas pelayanan. Secara 
singkat dapat diartikan sebagai kemauan untuk 
membantu pengguna layanan dengan baik dan 
cepat.  
Dimensi daya tanggap berkaitan dengan 
tingkat ketanggapan aparat dalam memahami 
aspirasi dan kebutuhan pelanggan serta 
memberikan respon atas aspirasi dan 
kebutuhan tersebut. Dimensi daya tanggap ini 
dapat dilihat dari kecepatan pegawai dalam 
proses pelayanan, kecepatan menyelesaikan 
keluhan, dan kemampuan aparatur dalam 
pemberian pelayanan karena setiap masyarakat 
menginginkan adanya proses pelayanan yang 
cepat dari aparat. 
Menurut tanggapan informan bahwa 
aparat sudah cukup cepat dalam melayani 
keluhan masyarakat yang datang ke kantor 
Desa Siwongi  . Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara dengan informan bahwa ketika 
mereka mengurus administrasi kependudukan 
selalu  ada aparat Desa sehingga mereka dapat 
menerima pelayanan yang diinginkan serta 
kesiapan informan sendiri dalam memenuhi 
semua persyaratan administrasi sehingga 
memperlancar pelayanan yang mereka 
butuhkan. 
Dari hasil wawancara dengan informan 
dapat diketahui dan disimpulkan bahwa respon 
atau daya tanggap Aparat terhadap kebutuhan 
masyarakat di Desa   Siwongi sudah berjalan 
dengan baik. 
Responsiveness, atau ketanggapan dari 
aparat terhadap usulan atau kritikan dari 
masyarakat di lihat dari pembahasan 
sebelumnya, dapat dilihat bahwa pemerintah 
dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan 
publik dikaitkan dengan Responsiveness, atau 
ketanggapan, pemerintah sangat merespon 
atau menanggapi kritikan ataupun usul dari 
masyarakat, dan setiap kritikan dan usul itu di 
masukan dalam program kerja selanjutnya 
dapat dilihat bahwa pelaksanan pelayanan 
publik, yaitu ketanggapan aparat terhadap 
kebutuhan akan pelayanan publik yang 
diinginkan masyarakat sudah baik karena 
aparat desa sudah berusaha memberikan 
pelayanan yang terbaik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku demi mencapai tujuan 
pelayanan publik yaitu kepuasan masyarakat.  
 
Assurance, atau jaminan dan kepastian  
Penilaian kualitas publik yang sudah 
berjalan sesuai harapan masyarakat dalam 
dimensi ini antara lain pemerintah 
memberikan jaminan tepat waktu dalam 
pelayanan, Dimensi assurance (jaminan) dapat 
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dinilai dari sub variabel jaminan akan 
pemprosesan berkas, kepastian biaya sesuai 
ketentuan, jaminan penyelesaian urusan tepat 
waktu, jaminan penyelesaian atas keluhan 
pemohon dan biaya yang dibayar telah sesuai 
dengan jasa pelayanan yang diberikan oleh 
aparat, dan jaminan pelayanan yang adil. 
Kebanyakan masyarakat yang datang 
mengeluh namun mereka juga sadari desa 
mereka jauh dan terpencil sehingga fasilitas 
sarana listrik/PLN tidak tersedia sehingga 
menghambat proses pengurusan berkas.  
masyarakat menginginkan sebuah kepastian 
pelayanan yang diberikan oleh aparat Desa 
administrasi kependudukan sebagai dokumen 
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara 
yang telah berusia 17 tahun merupakan sebuah 
bentuk pengakuan pemerintah terhadap warga 
negara. Untuk pengakuan pemerintah terhadap 
warga negara. Untuk itu aparat birokrasi harus 
mampu menunjukkan kekonsistenan 
pelayanan. 
Berdasarkan hasil wawancara masih 
temukan ketidakpastian mengenai ketepatan 
waktu dalam mengurus administrasi, 
persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-
hal yang berkaitan langsung dengan 
pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap 
memperhatikan keterpaduan antara 
persyaratan dengan produk pelayanan yang 
diberikan. Mencegah adanya pengulangan 
pemenuhan persyaratan, dalam hal proses 
pelayanan mayarakat adanya kelengkapan 
persyaratan dari satuan kerja/instansi 
pemerintah lain yang terkait. Tetapi pada 
kenyataannya yang terjadi di lapangan aparat 
desa selaku pihak pelayanan tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik. Dimana 
sering terjadi kesalahan yang fatal dan dapat 
merugikan masyarakat setempat.  
Dari penelitian dapat diketahui bahwa 
untuk kepastian pelayanan di kantor Desa 
Siwongi  masih memerlukan waktu yang 
cukup lama bahkan bisa sampai 1 hari penuh 
mengingat ke terbatasan sarana dan prasana 
desa yang kurang memadai. pelayanan itu 
disebut memuaskan apabila sesuai dengan 
keinginan masyarakat yakni, mudah didapat, 
terjamin mutunya dan murah harganya. 
Sebaliknya pelayanan dikatakan jelek apabila 
pelayanan yang diterimah masyarakat jauh 
dari apa yang diharapkan. Dalam konteks 
pelayanan yang diterimah masyarakat jauh 
dari apa yang diharapkan. Dalam konteks 
pelayanan publik yang menjadi monopoli 
pemerintah, maka pelanggan/masyarakat 
dalam posisi tidak berdaya karena tidak 
mempunyai alternatif lain. 
 
Emphaty, yaitu memberikan perhatian  
Dimensi ini memberikan perhatian yang 
tulus dan bersifat individual atau pribadi yang 
diberikan kepada masyarakat dengan berupaya 
memahami keinginan masyarakat dimana 
pemerintah diharapkan memiliki suatu 
pengertian dan pengetahuan tentang 
masyarakat, serta memahami kebutuhan 
masyarakat. Secara singkat dapat diartikan 
sebagai usaha untuk mengetahui dan mengerti 
kebutuhan masyarakat secara individual.  
Penilaian kualitas pelayanan publik yang 
pada umumnya sudah berjalan sesuai harapan 
masyarakat dalam dimensi ini antara lain 
mendahulukan kepentingan masyarakat, 
pemerintah melayani dengan sopan santun, 
dan aparat melayani serta menghargai 
masyarakat. Dalam proses pelayanan publik 
tidak selalu berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan, masih terdapat faktor-faktor yang 
menghambat proses pelayanan publik, 
diantaranya belum tersedianya kantor desa, 
sumber daya pemerintah yang masih kurang, 
dan masih adanya masyarkat yang belum 
terlalu mengerti tentang prosedur pelayanan 
publik.  
Untuk dapat memelihara kinerja 
birokrasi sehingga terdapat peningkatan 
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
masyarakat, maka birokrasi harus mampu 
mendengar keluhan dan keinginan masyarakat. 
Perhatian aparat desa Siwongi kepada 
masyarakatnya khususnya yang melakukan 
pelayanan sangat baik mengingat hampir 
seluruh masyarakat yang ada di dewsa siwongi 
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adalah  masih satu turunan atau masih satu 
nenek sehingga terjalin hubungan atau rasa 
kekeluargaan.  
Dari hasil wawancara diatas dan dari 
penelusuran yang dilakukan oleh penulis dapat 
diketahui bahwa emphati/perhatian aparat desa 
kepada masyarakat di desa Siwongi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat 
sangat baik. hal ini juga karena adanya 
hubungan sedarah atau masih satu turunan 
alias satu nenek moyang yang menumbuhkan 
rasa emphati kepada masyarakat. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Kualitas Pelayanan Publik pada kantor 
Desa Siwongi dari dimensi (i). tangibles (bukti 
langsung) berada pada kategori tidak baik;  
(ii). dilihat dari dimensi Realiability 
(keandalan) berada pada kategori  kurang baik; 
(iii) Responsivenes (ketanggapan) berada pada 
kategori baik;  (iv) dilihat dari dimensi 
Asurance (jaminan) berada dalam kategori 
kurang baik  (v) dilihat dari dimensi Empathy 
berada pada kategori baik; 
Berdasarkan hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka peneliti mencoba untuk 
memberikan beberapa rekomendasi yang 
terkait dengan Pelayanan Publik khususnya 
pelayanan administrasi kependudukan sebagai 
berikut : 
1. Melihat keterbatasan sumber daya aparat 
desa Siwongi yang hanya berpendidikan 
sekolah menengah bahkan ada yang tamat 
SMP. hendaknya memberi keterampilan 
dalam mengoperasikan komputer/laptop 
melalui kursus atau pelatihan, baik 
ditingkat kabupaten maupun tingkat 
provinsi  
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh pemerintah Desa Siwongi 
hendaknya menjadi perhatian pemerintah 
Desa untuk menambah sarana penunjang 
seperti Komputer/laptop printer. dan lain-
lain, bahkan Kantor Desa sebaiknya 
menjadi prioritas untuk segera diselesaikan 
pembuatannya. mengingat baru sementara 
pembangunan. ini merupakan hal yang 
sangat penting dan menjadi perhatian 
pemerintah Desa Siwongi dan kabupaten 
Sigi. 
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